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BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Perdesaan dan Perkotaan

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6736);
4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

bahwa sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (8) Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan  Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 9);
Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten
Ogan Komering llir Tahun 2021 Nomor 73).



Menetapkan :
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

10.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ilir.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

Badan Pengelola Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Pajak Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat Kepala BPPD adalah Kepala Badan Pengelola
Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan
pedalaman dan/atau laut.

Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP
adalah nomor identifikasi objek pajak yang yang memiliki
karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan
blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan
desa/kelurahan.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah
zona geografis yang terdiri atas kelompok obyek pajak
yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang
dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan obyek pajak
dalam satu satuan wilayah administrasi pemerintahan
desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.

Nilai Indikasi Rata-rata, yang selanjutnya disingkat NIR
adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai
tanah dalam suatu blok.

Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya
disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk
memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan
pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen
utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan
biaya komponen fasilitas bangunan.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau
nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak,
atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak
Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Perundang-undangan perpajakan daerah.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang
selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran
tidak terpisahkan dari bagian SPOP.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan
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31.

32.

33.

34.

35.

(1)

perpajakan daerah yang terdapat dalam = Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah,
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan dibidang perpajakan daerah adalah
serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan perpajakan daerah.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak
dan Kewajiban perpajakannya.

Relaksasi adalah  Pemberian keringanan  berupa
penundaan jatuh tempo pembayaran.

BAB II
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Prosedur Pendaftaran

Pasal 2
Dalam rangka pendaftaran, setiap orang pribadi atau
badan yang memiliki, menguasai, memanfaatkan bumi
dan/atau bangunan wajib mendaftar sebagai wajib pajak.
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(3)
(4)

(5)

(1)

(2)

Pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. pendaftaran objek pajak baru; dan

b. pendaftaran disebabkan mutasi sebagian atau
seluruhnya objek pajak.

Pendaftaran dapat dilakukan per objek pajak maupun

kolektif.

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi SPOP/LSPOP

yang disahkan oleh pejabat setempat.

Pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan di kantor BPPD atau dengan sistem

berbasis elektronik.

Bagian Kedua
Pendaftaran Objek Pajak Baru

Pasal 3

Pendaftaran objek pajak baru sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan apabila objek

pajak belum terdaftar dalam basis data PBB-P2 atau
akibat kegiatan pendataan

Pendaftaran objek pajak baru sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) melampirkan persyaratan :

wajib pajak badan;

a. fotokopi identitas Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang
pribadi atau fotokopi identitas wakil perusahaan
bagi wajib pajak badan;

b. surat kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan;

c. dokumen yang menjadi dasar kepemilikan,
penguasaan atau pemanfaatan bumi dan/atau
bangunan;

d. surat pengantar/surat keterangan dari Kepala
Desa/Lurah yang menyatakan bahwa objek pajak
tersebut belum pernah didaftarkan sebagai objek
PBB P2 serta memuat keterangan tidak dalam
sengketa terhadap objek pajak tersebut;

e. peta letak/sket denah lokasi objek pajak yang
dimohon;

f.  titik koordinat objek pajak yang dimohon; dan

g. melampirkan Nomor Induk Kependudukan untuk
Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Nomor Induk
Berusaha (NIB) untuk Wajib Pajak Badan.



Bagian Ketiga
Pendaftaran Objek Pajak Akibat Mutasi Seluruhnya atau Sebagian Objek Pajak

Pasal 4
(1) Pendaftaran objek pajak disebabkan mutasi sebagian

atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf b, akibat perbuatan hukum atau peristiwa

hukum yang menyebabkan sebagian atau seluruh objek
pajak  beralih kepemilikannya, penguasaan atau
pemanfaatan.

(2) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melampirkan persyaratan :

a. fotokopi identitas Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang
pribadi atau fotokopi identitas Wakil Perusahaan
bagi wajib pajak badan;

b. surat kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan;

c. dokumen yang  menjadi dasar  pemilikan,
penguasaan atau pemanfaatan bumi dan/atau
bangunan

d. peta letak/sket denah lokasi objek pajak yang
dimohon;

e. titik koordinat objek pajak yang dimohon; dan

f.  melampirkan Nomor Induk Kependudukan untuk
Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Nomor Induk
Berusaha (NIB) untuk Wajib Pajak Badan

Pasal 5

(1) Pendaftaran objek dan subjek pajak dilakukan oleh
subjek pajak dengan mengisi dan mengembalikan
Formulir SPOP/ LSPOP ke kantor BPPD, pengambilan/
pengembalian = SPOP/LSPOP, dengan melampirkan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) dan Pasal 4 ayat (2).

(2) Pendaftaran  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan secara elektronik.

(3) SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disediakan oleh Badan dan harus diisi dengan
jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh subjek
pajak.

(4) Penyampaian SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal diterima.

(5) Ketentuan mengenai bentuk dan isi SPOP dan L-SPOP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

jdih.kaboki.go.id
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(3)

(9)

(6)

Bagian Keempat
Prosedur Pendataan

Pasal 6

Pendataan objek dan subjek pajak dilakukan oleh BPPD

dengan menyampaikan SPOP/LSPOP untuk diisi dan

ditandatangani oleh subjek pajak.

Dalam melakukan kegiatan pendataan objek dan subjek

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah
desa/kelurahan, pemerintah pusat, Kantor Pertanahan,
dan/atau instansi lain yang terkait.

Pendataan objek dan subjek pajak dapat dilakukan oleh

pihak ketiga yang memenuhi persyaratan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan pendataan dilakukan untuk mengetahui data

objek dan subjek pajak termasuk mutasi keseluruhan

dan mutasi sebagian.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan dengan cara:

a. pasif, yaitu pendataan dengan penyampaian dan
pemantauan pengembalian SPOP/ LSPOP;

b. aktif, yaitu pendataan melalui identifikasi objek
pajak, verifikasi data objek pajak, dan pengukuran
bidang objek pajak.

Pendataan melalui identifikasi, verifikasi objek pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan

pada objek pajak yang belum terdata atau sudah terdata
dalam administrasi pembukuan PBB-P2 dengan
menyertakan titik koordinat.

Apabila hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) ditemukan ketidaksesuaian antara data yang

dimiliki wajib pajak atau petugas pajak dengan bukti
dilapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan
pemeriksaan.

Pasal 7
Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, terhadap objek pajak diberikan NOP.
Pendataan  terhadap mutasi keseluruhan  tidak
menghilangkan NOP lama.
Pendataan terhadap mutasi sebagian atas tanah induk,
masing-masing penerima mutasi sebagian mendapat NOP
baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu dari
NOP tersebut dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP
lainnya dihapus.
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Pasal 8

Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP adalah:

a.

(1)

(2)

(3)

(5)

melampirkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/
dokumen lain yang sah;

melampirkan alat bukti kepemilikan;

surat keterangan dari desa/kelurahan;

mengisi formulir SPOP dan L-SPOP disertai tanda tangan
wajib pajak atau kuasanya.

Bagian Kelima
Penilaian Pajak

Pasal 9

Jenis objek pajak terdiri dari:

a. objek Pajak umum; dan

b. objek pajak khusus.

Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi

umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-

kriteria tertentu, terdiri dari:

a. Objek Pajak Standar; dan

b. Objek Pajak Non Standar.

Objek Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. tanah dengan luas <10.000 m2 (lebih kecil atau
sama dengan sepuluh ribu meter persegi);

b. bangunan dengan jumlah lantai <4 (lebih kecil atau
sama dengan empat) lantai; dan

c. bangunan dengan luas <1.000 rn2 (lebih kecil atau
sama dengan seribu meter persegi).

Objek Pajak Non Standar sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b adalah objek pajak yang memenuhi salah

satu kriteria sebagai berikut:

a. tanah dengan luas >10.000 m2 (lebih besar dari
sepuluh ribu meter persegi);

b. bangunan dengan jumlah lantai >4 (lebih besar dari
empat) lantai; dan

c. bangunan dengan luas >1.000 m2 (Iebih besar dari
seribu meter persegi).

Objek umum yang dinilai secara individu dilakukan

dalam hal Penilaian Massal tidak memadai untuk

memperoleh NJOP secara akurat.

Objek pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, merupakan objek pajak yang memiliki

konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti

yang khusus, antara lain:

a. pelabuhan udara;

b. jalan tol;
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

galangan kapal, dermaga, pelabuhan laut;
stasiun kereta api;

lapangan golf;

Pabrik/pergudangan;

tempat rekreasi;

menara;

stasiun pengisian bahan bakar; dan

j.  objek lain yang mempunyai konstruksi khusus.

TR ™0 a0

e

Pasal 10

Penilaian merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan

NJOP.

Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilaksanakan melalui:

a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung
berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat
pada setiap ZNT sedangkan NJOP Bangunan
dihitung berdasarkan DBKB;

b. penilaian individu diterapkan pada objek pajak
umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.

Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi:
a. pendekatan nilai pasar;
b. pendekatan biaya; dan/atau
c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
Penilaian dengan pendekatan nilai pasar dilakukan
dengan cara membandingkan objek pajak yang akan
dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai
jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa
penyesuaian.
Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk
penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru
dikurangi dengan penyusutan.
Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan pada
objek-objek yang menghasilkan/memiliki nilai komersial
dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh
pendapatan atau sewa dalam 1 (satu) tahun terhadap
objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya
operasional, dan hak pengusaha.

Pasal 11
Untuk mempermudah penghitungan PBB-P2 yang
terhutang atas suatu objek pajak berupa bumi dan
bangunan dikelompokan menurut nilai jual dalam
klasifikasi tanah bangunan.
Ketentuan mengenai klasifikasi NJOP PBB-P2 berupa
Tanah dan Bangunan tercantum dalam lampiran II yang
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(4)

(9)

(1)

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Kode ZNT, Kelas Bumi dan Besaran Nilai Jual Objek
Pajak permukaan bumi berupa Tanah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 12
Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
melalui proses penilaian secara individu.
NJOP hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibedakan menjadi:
a. NJOP bumi dan/atau bangunan objek pajak umum
yang dinilai secara individu; dan
b. NJOP bumi dan/atau bangunan objek pajak
khusus.
NJOP bumi dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan hasil perkalian antara total luas
area objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi
dan/atau bangunan per meter persegi.
NJOP per meter persegi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi
ke dalam klasifikasi NJOP bumi dan/atau bangunan.

Pasal 13

Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bumi
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membentuk NIR
dalam setiap ZNT.

NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari
harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara
wajar dan telah dilakukan penyesuaian.

Pasal 14
Penilaian  Individual untuk  menentukan NJOP
sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat (2) huruf a
dilakukan dengan cara:
a. membandingkan dengan nilai objek pajak lain yang
sejenis;
b. menghitung nilai perolehan baru objek pajak
dikurangi dengan penyusutan; atau
c. menghitung pendapatan dalam 1 (satu) tahun dari
pemanfaatan objek pajak yang dinilai, dikurangi
dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.
Dalam melakukan Penilaian Individual sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat bekerja sama
dengan Penilai Pemerintah, Penilai Publik, dan instansi
lain yang terkait.



(4)
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Pasal 15

Penilai PBB-P2 yang berasal dari Aparatur Sipil Negara

(ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten paling

sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. minimal lulusan Program Diploma I dengan pangkat
paling rendah Pengatur Muda dengan golongan II/a
atau paling rendah lulusan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas dengan pangkat paling rendah
Pengatur Muda Tingkat I dengan golongan II/b;telah
mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis
terkait Penilaian PBB-P2 serta memiliki
keterampilan sebagai Penilai;

b. cermat dan seksama dalam menggunakan
keterampilan sebagai Penilai;

c. tidak sedang menduduki Jabatan Struktural,
Pemeriksa, Penelaah Keberatan (PK) atau Juru sita;
dan

d. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta
senantiasa mengutamakan kepentingan negara.

Dalam hal kriteria Penilai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dapat dipenuhi Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten, dapat dilakukan

kerja sama dengan instansi teknis terkait yang memiliki

kompetensi dalam bidang penilaian.

Bagian Keenam
Penetapan

Pasal 16
Penetapan PBB-P2 dilakukan Bupati atau Pejabat yang
membidangi Pendapatan dengan menggunakan SPPT
atau SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
Dasar pengenaan untuk penetapan PBB-P2 adalah NJOP
NJOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari
NJOP bumi dan NJOP bangunan yang ditetapkan
berdasarkan klasifikasi NJOP Bumi dan klasifikasi NJOP
Bangunan yang diperoleh melalui hasil pendataan dan
penilaian.
NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2
sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan paling rendah
20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus
persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena
pajak.
Dalam hal objek Pajak PBB- P2 berada pada lebih dari 1
(satu) zona nilai tanah, maka NJOP yang digunakan
sebagai dasar pengenaan untuk penetapan PBB-P2
adalah NJOP yang berlaku pada zona nilai tanah objek
pajak terluas.
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Bagian Ketujuh

Prosedur Penerbitan, Penelitian dan Pembetulan SPPT

(4)

(9)

(1)

Pasal 17

Berdasarkan SPOP dan/atau L-SPOP, BPPD menerbitkan

SPPT yang merupakan ketetapan pajak terutang yang

harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui:

a. pengambilan sendiri di Kecamatan/Kelurahan/ Desa
tempat objek pajak terdaftar atau di tempat lain
yang ditunjuk;

b. pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh
aparat Kecamatan/Kelurahan/Desa; dan

c. tanggal jatuh tempo pelunasan PBB-P2 ditetapkan 6
(enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.

Pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c dapat dilihat dari bukti pengiriman atau tanda

terima pengiriman.

Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala

BPPD dalam hal penandatangan penerbitan SPPT.

SPPT  sebagaimana  dimaksud pada  ayat (4)

ditandatangani oleh Kepala BPPD dengan ketentuan:

a. SPPT yang nilainya sampai dengan
Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah)
ditandatangani oleh  Kepala BPPD dengan
menggunakan cap stempel tanda tangan dan cap
stempel BPPD;

b. SPPT yang nilainya di atas Rp.100.000.000,00-
(seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala
BPPD dengan menggunakan tanda tangan basah
dan cap stempel BPPD;

Ketentuan mengenai bentuk dan isi SPPT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini

Pasal 18
Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan
kegiatan penelitian terhadap isi SPPT.
Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap:
a. Subjek Pajak;
b. Objek Pajak; dan/atau
c. NJOP.
Dalam hal ditemukan kesalahan seperti Nama Wajib
Pajak, SPPT ganda, alamat, luas objek pajak dan
ketetapan pajak, maka BPPD melakukan pembetulan.
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(2)

(4)

(5)

(6)

(1)

Pasal 19
Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak
dan Wajib Pajak menemukan kesalahan seperti Nama
Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luas objek pajak dan
ketetapan pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pembetulan kepada BPPD paling lambat 1
(satu) bulan sejak diterimanya SPPT pada tahun pajak
berkenaan.
Permohonan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan atau
secara kolektif.
Untuk mendukung permohonan pembetulan SPPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wajib Pajak
pribadi dan/atau kolektif harus melampirkan:
a. fotocopy SPPT yang dimohonkan;
b. fotocopy sertifikat dan/atau surat keterangan yang
sah atas objek pajak;dan
c. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau
kurang bayar yang menjadi dasar permohonan
pembetulan SPPT 3 (tiga) tahun terakhir.
Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BPPD melakukan verifikasi dan
pembetulan.
Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
diterimanya pengajuan/permohonan dari Wajib Pajak.
Ketentuan mengenai bentuk dan isi fomulir pembetulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
Permohonan pembetulan SPPT yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak
dapat dipertimbangkan.

Bagian Delapan
Prosedur Pembayaran PBB-P2

Pasal 20
Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang
berdasarkan SPPT dan/atau SKPD.
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau tempat
lain yang ditunjuk.
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Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistem
berbasis elektronik..

Pasal 21

Tata cara pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak adalah:

a.

(1)

(2)

(4)

(5)

Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang dengan
menunjukkan SPPT dan/atau SKPD atau NOP pada
Bank atau tempat lain yang ditunjuk;

Bank atau tempat lain yang ditunjuk menerbitkan bukti
Surat Setoran atau dokumen lain yang sah sebagai bukti
pengesahan atas pembayaran PBB-P2 yang dilakukan
oleh Wajib Pajak; dan

Wajib Pajak menerima bukti Setor Pajak PBB atau
dokumen lain yang sah dari Bank atau tempat lain yang
ditunjuk.

Pasal 22
Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2 adalah 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal dikirimnya SPPT ke Wajib Pajak,
dengan tidak melampaui akhir Desember tahun pajak
berkenaan
Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo
pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi
administratif sebesar 1% (satu persen) perbulan, yang
dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari
pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan.
Apabila tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur, maka
tanggal jatuh tempo dapat ditetapkan satu hari kerja
setelah hari libur.
Jatuh tempo pembayaran SKPD, STPD, Keputusan
Pembetulan, Keputusan Keberatan, Keputusan
Pengurangan dan Putusan Banding adalah satu bulan
terhitung sejak tanggal diterbitkan dengan tidak
melampaui akhir Desember Tahun Pajak berkenaan.
Bupati atau Kepala BPPD dapat memberikan Relaksasi
terhadap PBB-P2 berupa penundaan jatuh tempo
pembayaran PPB-P2.
Perpanjangan jatuh tempo sebagaimana ayat ()
ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
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(2)

Bagian Kesembilan
Prosedur Pelaporan PBB-P2

Pasal 23
Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh BPPD setiap bulan
kepada Bupati.
Pelaporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi
penerimaan dan tunggakan PBB-P2.

Pasal 24

Pelaporan oleh BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen lain yang sah
dari bank atau tempat lain yang ditunjuk.

(2)

(3)

(4)

(7)

Bagian Kesepuluh
Prosedur Penagihan PBB-P2

Pasal 25
Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD PBB-
P2 dan SKPDKB PBB-P2 atau SKPDKBT PBB-P2.
STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat
Teguran dan/atau Surat Paksa.
Sebelum surat teguran disampaikan, dapat dilakukan
upaya persuasif selama 1 (satu) bulan sebelum jatuh
tempo.
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan 7 (tujuh) hari setelah setelah jatuh tempo
dan/ atau setelah dilakukan upaya persuasif.
Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang- undangan.
Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang dengan
menunjukkan SPPT dan/atau SKPD atau NOP pada
Bank atau tempat lain yang ditunjuk, dalam hal PBB-P2
terutang belum dibayar sampai tanggal jatuh tempo
maka dikenakan tambahan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dengan paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Apabila setelah 24 (dua puluh empat) bulan PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dibayar,
diterbitkan STPD senilai SKPD ditambah sanksi
administrasinya berupa bunga 0,6% (Nol koma Enam
persen) per bulan paling lama 12 (Dua belas) bulan.



Pasal 26
(1) Penetapan SKPDKB/SKPDKBT PBB-P2 dilakukan melalui
tahapan:

a. BPPD memeriksa SPPT/SKPD, STPD, SSPD sebelum
lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh
Wajib Pajak;

b. terhadap SPPT/SKPD, STPD, SSPD yang ternyata
kurang bayar, BPPD menetapkan SKPDKB,
SKPDKBT; dan

c. Wajib Pajak menerima SKPDKB, SKPDKBT dan
membayarkan PBB-P2 terutang sesuai dengan
prosedur pembayaran PBB-P2.

(2) Penerbitan Surat Teguran dilakukan melalui tahapan:

a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Pembetulan,
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan
harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan,;

b. dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan
Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dalam waktu 1 (satu) bulan
sejak jatuh tempo, BPPD dapat melakukan upaya
persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2
terutang;

c. setelah 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, atas
permohonan penundaan atau pembayaran pajak
secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui,
maka BPPD tetap melakukan upaya persuasif
kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;
dan

d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas
permohonan penundaan atau pembayaran pajak
secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak
disetujui, maka BPPD menerbitkan Surat Teguran.

Pasal 27
(1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus
tanpa menunggu tanggal jatuh tempo surat teguran atau
surat peringatan atau surat lain yang sejenis, apabila :

a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk
selamanya, atau berniat untuk itu;

b. Wajib Pajak menunjukkan itikad tidak baik dengan
tujuan untuk mengecilkan nilai Pajak dengan
seolah- olah memindahtangankan objek pajak
sebagian atau seluruhnya;

jdih.kaboki.go.id
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(2)

(3)

(1)

(5)

c. terdapat tanda bahwa wajib pajak badan akan
membubarkan usahanya, atau menggabungkan
usahanya, atau memekarkan usahanya, atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasai, atau perubahan bentuk lainnya yang
dapat menyebabkan pajak terutang sulit ditagih;

d. Wajib Pajak badan akan dibubarkan oleh Negara;
dan/atau

e. terjadi penyitaan atas objek pajak oleh pihak ketiga
atau terdapat tanda akan terjadi kepailitan.

Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan oleh Juru

Sita Pajak.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa yang

memuat :

a. nama wajib pajak;

b. besarnya utang pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. jangka waktu pelunasan utang pajak.

Pelaksanaan penagihan  seketika dan  sekaligus,

dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan

Pasal 28

Dalam hal juru sita telah melakukan penagihan seketika
dan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
pajak terutang dapat ditagih dengan Surat Paksa
Penagihan dengan Surat Paksa dilakukan oleh Juru Sita
Pajak

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak
dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan
dalam Surat Teguran atau surat lain yang sejenis,
diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa

Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat
21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat
Teguran atau surat lain yang sejenis.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak
dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh
empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa,
Pejabat atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga
melunasi hutang Pajaknya, paling lama 14 (empat belas)
hari kerja sejak tanggal diterima Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita
Pajak mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang



(8)

(2)

(3)

Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang
disita.

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal,
jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak
memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada
Wajib Pajak.

Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang
pajak dan biaya-biaya yang sah, kelebihannya
dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 29

Dalam hal tindakan penagihan sudah dilaksanakan

namun tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, maka BPPD

dapat melakukan upaya penagihan lain

Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), antara lain

a. pemanggilan Wajib Pajak;

b. pemasangan stiker atau plang atau spanduk atau
media lainnya pada objek pajak atau tempat usaha
Wajib Pajak yang menggambarkan Wajib Pajak tidak
taat pajak; dan

c. pengusulan pencabutan perizinan dan non perizinan
usaha/kegiatan kepada penerbit dokumen perizinan
dan non perizinan.

Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a adalah undangan kepada Wajib Pajak

yang dilakukan sebelum atau setelah teguran
disampaikan

Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat dilakukan oleh Kepala BPPD atau instansi

lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten.

Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dan huruf c dilakukan setelah teguran ketiga

diterima oleh Wajib Pajak.

BAB III

KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

(1)
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Bagian Kesatu
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 30
Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu S (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
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(4)

(9)

(6)

(7)

Saat terutang PBB-P2 yang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD
atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan
SKPD atau SPPT.
Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
atau
b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik
langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat
Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
kedaluwarsa  Penagihan  dihitung sejak  tanggal
penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Kabupaten.
Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Pajak.
Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal
pengakuan.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 31

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan

(1)

Pasal 32
Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi namun
belum kadaluwarsa dimasukkan ke dalam daftar piutang
pajak yang akan dihapuskan.
Piutang pajak yang tidak mungkin dapat ditagih lagi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai
ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan,;
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(4)

(S)

Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

c. Wajib Pajak pailit berdasarkan putusan Pengadilan,
dan hasil penjualan hartanya tidak mencukupi
untuk melunasi hutang pajak;

d. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan
pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham,
pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk
melakukan pemberesan atau likuidator, atau
kurator tidak dapat ditemukan;

e. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau objek pajak
terdaftar namun secara nyata tidak diketemukan
lokasi dilapangan;

f. Objek pajak yang diindetifikasi subjek pajak yang
tidak jelas dengan nama XX,YY,NN dan lainnya;

g. Wajib pajak yang objek pajaknya memiliki dua atau
lebih NOP sehingga SPPT PBB-P2 diterbitkan lebih
dari satu kali pada tahun pajak yang sama (satu
objek pajak yang memiliki NOP ganda) dan;

h. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebagai

piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan
penagihan.

Untuk penghapusan piutang pajak, BPPD melakukan

penelitian baik yang bersifat administratif maupun

lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil

Penelitian.

Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang

pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD atau dokumen

lain yang dipersamakan dan STPD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan piutang

pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33
Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31, dilakukan oleh Bupati berdasarkan
Permohonan penghapusan piutang PBB-P2.
Permohonan penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat wajib pajak;
b. jumlah piutang pajak;
c. tahun pajak; dan
d. alasan penghapusan piutang pajak.
Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
dan Pasal 32 ayat (1) hanya dapat diusulkan untuk
dihapus setelah adanya Berita Acara Hasil Penelitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).
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(1)

Kepala BPPD menyusun daftar usulan penghapusan
Piutang PBB-P2 berdasarkan Berita Acara Hasil
Penelitian

Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
disampaikan kepada Bupati guna mendapatkan
persetujuan dan penetapan penghapusan.

Pasal 34
Piutang PBB-P2 kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31, wajib terlebih dahulu ditatausahakan
sebagai Piutang Pajak Daerah.
Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi
dilakukan Tindakan penghapusbukuan dan penghapus
tagihan dari neraca keuangan Daerah.
Penghapusbukuan dan penghapus tagihan dari neraca
keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan oleh Kepala Badan/ dinas selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah.

BAB IV

PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

(1)

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 35
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan
atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
Keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan :
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia
kepada Bupati melalui Kepala BPPD;
b. disertai alasan-alasan yang jelas;
c. melampirkan asli SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2
yang diajukan Keberatan,;
d. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
e. fotokopi bukti pendukung yang relevan.
Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal surat diterima kecuali jika
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan  diluar
kekuasaannya atau karena keadaan kahar.
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(7)

(1)

(1)

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui
Wajib Pajak.

Keberatan yang  tidak memenuhi  persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan
sehingga tidak dipertimbangkan.

Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman
tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda
penerimaan surat keberatan yang diberikan BPPD
kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan
surat keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka
waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar
pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan.

Ketentuan mengenai permohonan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Pengajuan keberatan atas SPPT, SKPD dan STPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat

dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak
bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak
bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana
mestinya; dan/atau

b. terdapat perbedaan penafsiran Peraturan
Perundang-undangan.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diajukan secara:

a. perorangan atau kolektif untuk SPPT;

b. perorangan untuk SKPD; atau

c. perorangan untuk STPD.

Pasal 37

Bupati atau Kepala BPPD harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati atau Kepala BPPD yang ditunjuk
dapat melakukan Pemeriksaan.
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(1)

-25-

Keputusan Bupati atau Kepala BPPD atas keberatan

dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak
yang terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan
Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam
surat keputusan / ketetapan yang diajukan
keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang
dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang
dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan
keberatan oleh Wajib Pajak.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Bupati atau Kepala BPPD tidak memberi

suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap diterima

Pasal 38
Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari
Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif
berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
jumlah Pajak Dberdasarkan keputusan keberatan
dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 39
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding
kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan keberatan
yang ditetapkan oleh Bupati.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia,
dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari
surat keputusan keberatan.

Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan
Putusan Banding.

Pasal 40
Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian
atau  seluruhnya, kelebihan pembayaran  Pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
0,6%o0 (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari
Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh I (satu) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Putusan Banding.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30%
(tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 ayat (3) tidak dikenakan.
Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif
berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari
jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi
dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN

KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak Daerah bagi Pelaku Usaha

(1)

(2)

Pasal 41
Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi,
Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku
usaha di daerahnya.
Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau
penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
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(5)

(7)

(8)

-27-

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan
secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak
terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau
penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya
unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak
dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk
menghindari pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha
mikro dan ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten
dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/
atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam
mencapai program prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan

kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf

b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh
Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak
terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja
di daerah yang bersangkutan; dan/atau

d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku
usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria
usaha mikro dan wultra mikro dalam peraturan
perundang-undangan di bidang wusaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d,

disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum

dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan

dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis
nasional.
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Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

(1)

(2)

(1)

Pasal 42
Bupati atau Kepala BPPD dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran
atas  pokok dan/atau  sanksi Pajak dengan
memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek
Pajak.
Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat
likuiditas Wajib Pajak
Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak
dari golongan tertentu;
c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu;
d. objek Pajak yang terdampak bencana alam,
kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

Bagian Ketiga
Pengurangan

Pasal 43

Bupati atau Kepala BPPD atas permohonan wajib pajak

dapat memberikan pengurangan pajak dalam hal :

a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada
hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena
sebab-sebab tertentu lainnya,;

b. objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain
yang luar biasa.

Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya

dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab

tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a untuk:

a. Wajib pajak orang pribadi meliputi:

1. Objek pajak yang Wajib Pajaknya veteran,
penerima tanda jasa  bintang gerilya
(janda/dudanya), sehingga kewajiban PBB-P2
sulit dipenuhi, diberikan pengurangan sebesar
75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2

terutang;
2. Objek pajak yang Wajib Pajaknya yang
berpenghasilan dari pensiun atau

janda/dudanya, sehingga kewajiban PBB-P2
sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling
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(3)

(1)

tinggi 50 % (lima puluh persen) dari PBB-P2
terutang;
3. Objek pajak yang Wajib Pajaknya
berpenghasilan dibawah upah minimum
Daerah, sehingga kewajiban PBB-P2 sulit
dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi
50 % (lima puluh persen) dari PBB-P2 terutang;
dan/atau
4. Objek pajak yang Wajib Pajaknya
berpenghasilan dibawah upah minimum
Daerah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter
perseginya meningkat akibat perubahan
lingkungan dan dampak positif Pembangunan,
sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi
diberikan pengurangan Paling tinggi 75 %
(tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 terutang.
b. Wajib Pajak badan meliputi:
wajib pajak badan meliputi wajib pajak yang
mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada
tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat
memenuhi kewajiban rutin berdasarkan hasil
audit oleh Akuntan Publik diberikan pengurangan
paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari
PBB-P2 terutang.
Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam,
antara lain gempa bumi, tsunami, erosi, gunung meletus,
banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor,
diberikan pengurangan Paling tinggi 100 % (seratus
persen) dari PBB-P2 terutang dalam hal objek pajak
terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab
lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit, wabah
hama, huru hara, kerusuhan atau tindakan anarkis
diberikan pengurangan paling tinggi 100% (seratus
persen) dari PBB-P2 terutang.

Pasal 44
Permohonan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), harus memenuhi
persyaratan:
a. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Wajib
Pajak;
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(2)

(4)

(5)

b. mencantumkan besaran pengurangan ketetapan
yang dimohonkan pengurangannya disertai alasan
yang mendukung permohonannya;

c. fotocopy STPD, SPPT/SKPD, SSPD yang dimohonkan
pengurangan ketetapan pajak;

d. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan,
mengajukan  keberatan namun tidak dapat
dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan
kemudian mencabut keberatannya atas STPD,
SPPT/SKPD, SSPD, dalam hal yang diajukan
permohonan pengurangan atau penghapusan adalah
sanksi adminstratif atau pengurangan atau
pembatalan ketetapan yang tercantum dalam
STPD,SPPT/SKPD, SSPD; dan

e. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau
kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan
pengurangan pajak yang tercantum dalam STPD,
SPPT/SKPD, SSPD 2 (dua) tahun terakhir.

Permohonan pengurangan pajak terutang yang diajukan

harus melampirkan:

a. fotocopy SPPT untuk tahun pajak yang diajukan
permohonan pengurangan;

b. fotocopy tanda pengenal, tanda anggota veteran bagi
anggota veteran, dan tanda jasa bintang gerilya
(janda/dudanya);

c. surat keterangan dari pemerintah desa/ kelurahan
setempat dan/atau instansi terkait;

d. Laporan keuangan bagi Wajib Pajak badan; dan

e. surat pernyataan Wajib Pajak bahwa objek pajak
terkena bencana alam atau sebab lain yang luar
biasa.

Permohonan pengurangan, SPPT/SKPD, SSPD yang tidak

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan

sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat

dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Kepala BPPD harus mengembalikan permohonan kepada

Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang

mendasari.

Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat

dipertimbangkan maka Wajib Pajak dapat mengajukan

permohonan kembali dengan memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Ketentuan mengenai permohonan pengurangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.
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(2)

(1)

Pasal 45

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,

wajib mengajukan permohonan pengurangan pajak

terutang untuk 1 (satu) SPPT/SKPD, yang diajukan
dalam jangka waktu:

a. paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya SPPT/SKPD;

b. paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
terjadinya bencana alam atau terjadinya sebab lain
yang luar biasa.

Penyampaian permohonan pengurangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Kepala BPPD menindaklanjuti dengan melakukan

pemeriksaan permohonan pengurangan Wajib Pajak yang

telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2).

Dalam rangka memeriksa permohonan pengurangan,

Kepala BPPD dapat meminta dokumen, data, dan/ atau

informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat

permintaan dokumen, data, dan/atau informasi lainnya.

Pasal 46
Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
Pasal 45 ayat (3), Bupati atau Kepala BPPD memberi
keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dalam jangka waktu
paling lama 6 (Enam) bulan sejak tanggal surat
permohonan pengurangan diterima.
Apabila keputusan permohonan pengurangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam)
bulan terhitung sejak diterimanya permohonan tidak ada
keputusan, maka permohonan pengurangan dianggap
disetujui.
Setelah keputusan persetujuan atau penolakan disetujui
maka Wajib Pajak melakukan pembayaran.

Pasal 47

Bupati dapat memberikan pengurangan kepada Wajib
Pajak dengan kondisi Objek Pajak yang Nilai Jual Objek
Pajaknya terjadi peningkatan akibat dari perubahan
aturan yang ditetapkan, sehingga kewajiban PBB-P2 sulit
dipenuhi.

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diberikan secara jabatan oleh Bupati dan
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
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(6)

(1)

(3)

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan paling rendah sebesar 20% (dua puluh

persen) dan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).

Penerapan pemberian pengurangan ini diberikan dalam

bentuk pengurangan secara otomatis terhadap besarnya

nilai pajak yang ditetapkan dan diterbitkan pada SPPT

PBB-P2.

Pemberian pengurangan kepada Wajib Pajak dilakukan

apabila memenuhi persyaratan antara lain

a. telah melunasi pembayaran utang pajak tahun
sebelumnya;

b. kondisi wajib pajak yang dibuktikan dengan hasil
penelitian;

c. surat permohonan wajib pajak; dan/atau

d. kondisi wajib pajak apabila mengalami keadaan
kahar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan dan cara

perhitungan pemberian pengurangan NJOP akibat

perubahan aturan yang ditetapkan akan diatur dengan

Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Keringanan

Pasal 48
Atas dasar pemohonan Wajib Pajak, Bupati dan/ Atau
Kepala BPPD dapat memberikan keringanan pembayaran
Pajak terutang sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau
Kepala BPPD.
Pemberian keringanan pembayaran Pajak terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
berupa :
a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau
pelaporan Pajak; dan/atau
b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak dalam
SKPDKB atau SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Banding, Keputusan Peninjauan Kembali.
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan
kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi
kewajiban Pajak pada waktunya.
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat
diberikan Bupati atau Kepala BPPD secara jabatan yang
ditetapkan dalam keputusan Bupati atau Kepala BPPD.
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(5)

Pemberian  fasilitas angsuran atau  penundaan
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas
atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak
tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak
pada waktunya

Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak
dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 49

Permohonan keringanan Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia kepada Bupati atau Kepala BPPD disertai
dengan alasan dan bukti yang mendukung
permohonan;

b. surat permohonan keringanan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit
memuat:

1. nama dan alamat wajib pajak;

2. jumlah utang Pajak yang dimohonkan
pengangsuran, masa angsuran dan besarnya
angsuran;

3. jumlah utang Pajak yang dimohonkan
penundaan pembayaran dan jangka waktu
penundaan;

4. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus
dilampiri surat kuasa;

5. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) surat
ketetapan;

6. tidak memiliki tunggakan Pajak tahun-tahun
sebelumnya; dan

7. melampirkan fotokopi surat ketetapan yang
dimohonkan keringanan.

Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib
Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas
waktu pengajuan tidak dapat dipenuhi karena keadaan
di luar kekuasaannya;
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(2)

(3)

Penyampaian permohonan pengurangan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk

memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) adalah:

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada
petugas Tempat Pelayanan BPPD;

b. tanggal terima surat oleh BPPD, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa
pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online,
dalam hal disampaikan secara online melalui
aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 50
Kepala BPPD menindaklanjuti dengan melakukan
pemeriksaan permohonan keringanan Wajib Pajak yang
telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (1).
Permohonan  keringanan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
(1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga
tidak dipertimbangkan.
Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala BPPD dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima
belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat
permohonan harus mengembalikan permohonan kepada
Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang
mendasari.
Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali
sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

Pasal 51
Dalam rangka pemeriksaan permohonan keringanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Kepala
BPPD dapat meminta dokumen, data, informasi yang
diperlukan melalui penyampaian surat permintaan
dokumen, data dan/ atau informasi lainnya.
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(2)

(3)

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipenuhi Wajib Pajak paling lama S (lima) hari kerja sejak
tanggal surat permintaan diterima wajib pajak.

Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas permohonan
Wajib Pajak, Kepala BPPD dapat meminta keterangan
tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan
surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak
harus memberikan keterangan yang diminta dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3), permohonan keringanan Pajak terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), tetap
diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi dan/
atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 52

Setelah dilakukan pemeriksaan permohonan keringanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Kepala

BPPD memberikan keputusan atas permohonan

keringanan, dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga

Puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan

diterima.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa menerima atau menolak permohonan Wajib

Pajak.

Apabila dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui

dan Bupati atau Kepala BPPD tidak rnemberikan
keputusan, permohonan dianggap diterima dan
diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan

Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari

kerja.

Pasal 53

Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam

bentuk fasilitas angsuran pembayaran atau penundaan

pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b,

diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. jangka waktu pengangsuran paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan sejak diterbitkannya surat
keputusan persetujuan; dan

b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh
tempo atas surat ketetapan yang pembayarannya
dimintakan pengangsuran.

Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam

bentuk penundaan pembayaran terutang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b diatur dengan
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ketentuan jangka waktu penundaan pembayaran paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya
surat keputusan.

Pasal 54

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan,
pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas
ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak yang telah
diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran atau
penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran
pembayaran atau penundaan pembayaran tetap berlaku dan
Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang
telah ditetapkan.

Pasal 55

(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur
atau menunda  pembayaran  belum = diterbitkan
keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud
diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan
kelebihan pembayaran atau pemberian imbalan bunga,
kelebihan pembayaran atau pemberian imbalan bunga
terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan utang
Pajak dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak
dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi
untuk melunasi utang Pajak yang diajukan permohonan
pengangsuran atau penundaan, jumlah utang Pajak
yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan
pengangsuran atau penundaan adalah jumlah utang
Pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran
pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

(1) Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau
menunda pembayaran Pajak sudah diterbitkan suatu
keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud
diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan
kelebihan pembayaran dan/ atau pemberian imbalan
bunga, kelebihan pembayaran dan/ atau pemberian
imbalan bunga terlebih dahulu harus diperhitungkan
dengan sisa utang Pajak yang belum diangsur atau
ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak
dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi
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(1)

sisa utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan

pengangsuran, besarnya angsuran dan/ atau masa

angsuran dari sisa utang Pajak ditetapkan kembali
dengan ketentuan :

a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap
masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran
dan denda administratif yang telah ditetapkan dalam
surat keputusan sebelumnya; dan

b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa
angsuran yang telah ditetapkan dalam surat
keputusan sebelumnya.

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak
dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi
utang Pajak yang ditunda, Wajib Pajak tetap harus
melunasi utang Pajak tersebut sesuai dengan jangka
waktu penundaan.

Pasal 57
Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang
menyebabkan utang Pajak menjadi lebih besar atau lebih
kecil atas utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan
pengangsuran pembayaran, masa angsuran dan
besarnya angsuran dari saldo utang Pajak ditetapkan
kembali dengan ketentuan:
a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap
angsuran disesuaikan; dan
b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa
angsuran yang telah disetujui.
Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang
menyebabkan utang Pajak menjadi lebih besar atau lebih
kecil atas utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan
penundaan pembayaran, Wajib Pajak tetap wajib
melunasi utang Pajak sesuai dengan jangka waktu
penundaan.

Pasal 58

Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa

angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)

dilakukan dengan prosedur:

a. Kepala BPPD memberitahukan kepada Wajib Pajak
atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang
Pajak serta permintaan usulan perubahan
pengangsuran;

b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan
usulan perubahan pengangsuran paling lama 5
(lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
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(2)

(1)

c. Bupati atau Kepala BPPD menerbitkan perubahan
keputusan  pengangsuran pembayaran  Pajak
berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib
Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal
diterimanya usulan Wajib Pajak.

Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala BPPD tidak

menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib

Pajak, Bupati atau Kepala BPPD menerbitkan perubahan

keputusan pengangsuran pembayaran Pajak secara

jabatan dengan ketentuan:

a. besarnya angsuran adalah saldo Hutang Pajak
dibagi dengan sisa masa angsuran; dan

b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang
telah disetujui.

Pasal 59

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan
pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah
Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atau
peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan
terkait Utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan
pengurangan, pengangsuran atau penundaan
pembayaran, keputusan pengurangan, pengangsuran
atau penundaan tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib
melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditetapkan.

Bagian Kelima
Pembebasan

Pasal 60
Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat
memberikan pembebasan Pajak terutang sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan  yang
ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau Kepala BPPD.
Pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan terhadap Pajak terutang dalam
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Banding
atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali.
Pembebasan Pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak
apabila terjadi keadaan kahar (force majeure).
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(1)

(2)

(3)

(4)

Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) meliputi:

a. bencana alam;

kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara;

wabah penyakit.

oo o

Pasal 61

Permohonan pembebasan Pajak terutang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) harus memenuhi

persyaratan:

a. tidak diajukan keberatan;

b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;

c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi,

d. diajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut
oleh Wajib Pajak;

e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB,
SKPDKBT;

f.  permohonan harus diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia; dan

g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak
dan dalam hal surat permohonan ditandatangani
oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus
dilarnpiri dengan surat kuasa.

Permohonan pembebasan Pajak terutang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada

Bupati atau Kepala BPPD, dengan melampirkan:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan
bahwa usahanya telah bangkrut, sehingga dapat
dibebaskan; dan

c. dokumen pendukung lainnya.
Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

Penyampaian permohonan pembebasan Pajak terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c.  secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.
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(1)

(2)

(3)

(1)

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk
memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) adalah:

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada
petugas Tempat Pelayanan BPPD;

b. tanggal terima surat oleh BPPD , dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa
pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online,
dalam hal disampaikan secara online melalui
aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 62
Kepala BPPD menindaklanjuti dengan melakukan
pemeriksaan permohonan pembebasan Wajib Pajak yang
telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2).
Permohonan pembebasan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat
(1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan
sehingga tidak dipertimbangkan.
Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus
mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau
kuasanya disertai alasan yang mendasar.
Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan
kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 63

Dalam rangka memeriksa permohonan pembebasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Kepala
BPPD dapat meminta dokumen, data, dan/ atau
informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat
permintaan dokumen, data, dan/atau informasi lainnya.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
tanggal surat permintaan diterima.

Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas permohonan
pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala BPPD dapat meminta keterangan tambahan
kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat
permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus
memberikan keterangan yang diminta dalam jangka



(2)

waktu paling lama 5 (Lima) hari sejak surat diterima
sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan
tambahan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3), permohonan pembebasan Pajak terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), tetap
diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/
atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 64
Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 ayat (1), Bupati memberikan keputusan
atas permohonan pembebasan Pajak dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
diterimanya surat permohonan.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima atau menolak permohonan Wajib
Pajak.
Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui
dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan
pembebasan dianggap diterima dan Bupati menerbitkan
keputusan pembebasan sesuai dengan permohonan
Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

jdih.kaboki.go.id

(1)

Bagian Kesatu
Pembetulan

Pasal 65
Kepala BPPD atau pejabat berwenang dapat
membetulkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Daerah terhadap permohonan wajib pajak.
Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kesalahan dalam penulisan:
a. nama;

b. alamat;
c. NPWPD;
d. nomor surat ketetapan pajak;
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(1)

(2)

(4)

(9)

e. jenis pajak;

f.  tanggal jatuh tempo; dan

g. masa pajak dan/atau tahun pajak.

Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kesalahan dalam penjumlahan dan/atau
pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian
suatu bilangan.

Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
Peraturan Perundang-undangan perpajakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kekeliruan dalam penerapan tarif;atau

b. kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 66

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 65 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu)
ketetapan pajak;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
disertai alasan yang mendukung permohonannya;

c. permohonan disampaikan kepada Kepala BPPD; dan

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak,
apabila wajib pajak tidak bisa menandatangani surat
permohonan maka dapat dikuasakan dengan
melampirkan surat kuasa.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala BPPD

dengan melampirkan:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan

b. dokumen pendukung lainnya.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling lambat 10 (sepuluh)

hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan

pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan

bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaannya.

Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c.  secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk

memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) adalah:

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada
petugas Tempat Pelayanan BPPD;
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(2)

(3)

(1)

b. tanggal terima surat oleh BPPD , dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa
pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online,
dalam hal disampaikan secara online melalui
aplikasi perpajakan daerah.

Ketentuan mengenai bentuk dan isi fomulir permohonan

pembetulan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 67
Kepala BPPD menindaklanjuti dengan melakukan
pemeriksaan permohonan pembetulan Wajib Pajak yang
telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2).
Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat
(1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan
sehingga tidak dipertimbangkan.
Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala BPPD harus mengembalikan permohonan kepada
Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang
mendasari.
Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali
sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 68
Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (1), Kepala BPPD memberi
keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat
permohonan pembetulan diterima.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menambahkan atau mengurangkan jumlah pajak
yang terutang atau memperbaiki kesalahan dan
kekeliruan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui,
tetapi Kepala BPPD tidak memberi keputusan,
permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan
Kepala BPPD menerbitkan keputusan pembetulan sesuai
dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu.
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(1)

(2)

Pasal 69

Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak
tentang kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (1) dalam surat ketetapan pajak, maka
Kepala BPPD membetulkan kesalahan tersebut secara
jabatan.

Apabila keputusan pembetulan atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3)
masih terdapat kesalahan, maka Kepala BPPD dapat
melakukan pembetulan atas permohonan Wajib Pajak
maupun secara jabatan.

Bagian Kedua
Pembatalan

Pasal 70

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,
Bupati atau Kepala BPPD dapat membatalkan SKPDKB/
SKPDKBT/ SKPDN/ SKPDLB/ STPD Pajak yang tidak benar
atau seharusnya tidak diterbitkan.

(1)

(2)

Pasal 71

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70 harus memenuhi persyaratan:

a. tidak diajukan keberatan;

b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;

c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/
penghapusan sanksi administrasi;

d. diajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut
oleh Wajib Pajak;

e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan
pajak;
f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam

bahasa Indonesia; dan

g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak
dan dalam hal surat permohonan ditandatangani
oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat
Kuasa.

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala BPPD

dengan melampirkan:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan
bahwa surat ketetapan Pajak tidak benar atau
seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat
dibatalkan;
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(4)

(6)

(3)

c. dokumen pendukung lainnya.
Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan
pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c.  secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk

memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) adalah:

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada
petugas Tempat Pelayanan BPPD;

b. tanggal terima surat oleh BPPD , dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa
pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online,
dalam hal disampaikan secara online melalui
aplikasi perpajakan daerah.

Ketentuan mengenai bentuk dan isi fomulir permohonan

pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

.Pasal 72
Kepala BPPD menindaklanjuti dengan melakukan
pemeriksaan permohonan pembatalan Wajib Pajak yang
telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2).
Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat
(1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat
permohonan sehingga tidak di pertimbangkan.
Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala BPPD harus mengembalikan permohonan kepada
Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang
mendasar.
Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan
kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2).



(2)

(4)

(1)

Pasal 73
Pemeriksaan permohonan pembatalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Kepala BPPD dapat
meminta dokumen, data dan/ atau informasi yang
diperlukan melalui penyampaian surat permintaan
dokumen, data, dan/ atau informasi lainnya.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak tanggal surat permintaan diterima.
Dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut atas permohonan
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
BPPD dapat meminta keterangan tambahan kepada
Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan
keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus
memberikan keterangan yang diminta dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) Hari.
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3), permohonan pembatalan tetap diproses
sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/ atau
keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 74
Setelah pemeriksaan permohonan pembatalan dilakukan,
Kepala BPPD memberikan keputusan atas permohonan
pembatalan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan
pembatalan diterima.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima atau menolak permohonan Wajib
Pajak.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui,
tetapi Kepala BPPD tidak memberi keputusan,
permohonan dianggap diterima dan Kepala BPPD
menerbitkan surat keputusan pembatalan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

jdih.kaboki.go.id

(1)

Pasal 75
Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala
BPPD dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif Pajak berupa bunga, denda atau kenaikan
pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
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(2)

(2)

Pemberian pengurangan atau menghapuskan sanksi
administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikarenakan kealpaan Wajib Pajak, bukan karena
kesalahan atau mengalami kesulitan keuangan.

Bupati atau Kepala BPPD dapat memberikan
penghapusan sanksi administratif Pajak berupa bunga
dan denda atas Piutang PBB-P2 dalam rangka peringatan
hari- hari tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 76

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat

(1) harus memenuhi persyaratan:

a. tidak diajukan keberatan;

b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;

c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan terhadap ketetapan pajak yang sedang
diajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif atau diajukan
permohonan pengurangan  atau pembatalan
terhadap ketetapan pajak yang sedang diajukan
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;

e. perrnohonan harus diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia;

f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak
dan dalam hal surat permohonan ditandatangani
oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut
harus dilampiri dengan surat kuasa;

g. sanksi administratif belum dibayar atau belum
dilunasi oleh Wajib Pajak; dan

h. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi
dasar pengenaan sanksi administratif telah dilunasi
oleh Wajib Pajak.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala

BPPD , dengan melampirkan:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas
kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

b. mengemukakan jumlah  sanksi administratif
menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan; dan

c. dokumen pendukung yang lainnya.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat (2) diajukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
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(9)

(6)

(3)

sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali

apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka

waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

Penyampaian permohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk

memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) adalah:

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada
petugas Tempat Pelayanan BPPD;

b. tanggal terima surat oleh BPPD , dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa
pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online,
dalam hal disampaikan secara online melalui
aplikasi perpajakan daerah.

Ketentuan mengenai bentuk dan isi fomulir permohonan

pengurangan atau penghapusan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada

Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 77
Kepala BPPD menindaklanjuti dengan melakukan
pemeriksaan permohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administratif Pajak Wajib Pajak
yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2).
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif Pajak yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat
(2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga
tidak dipertimbangkan.

Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan
tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bupati atau Kepala BPPD dalam jangka
waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja sejak tanggal
diterimanya surat permohonan harus mengembalikan
permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai
alasan yang mendasar.
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(3)

(4)

(2)

Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif Pajak tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan kembali dengan memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat
(1) dan ayat (2).

Pasal 78
Dalam rangka memeriksa permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Kepala BPPD dapat
meminta dokumen, data, informasi yang diperlukan
melalui penyampaian surat permintaan dokumen, dan/
atau informasi lainnya.
Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas permohonan
pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud
Pasal 77 ayat (1),.
Kepala BPPD dapat meminta keterangan tambahan
kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat
permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus
memberikan keterangan yang diminta dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) hari.
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3), permohonan pembebasan atau
penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), tetap diproses sesuai
dengan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan
yang ada atau yang diterima.

Pasal 79
Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 ayat (1), Bupati atau Kepala BPPD
memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi adminitratif Pajak dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat
permohonan diterima.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa menerima atau menolak permohonan Wajib
Pajak
Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui tetapi Bupati
atau Kepala BPPD tidak memberi keputusan,
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
admistratif Pajak dianggap dikabulkan dan Bupati atau
Kepala BPPD menerbitkan surat keputusan pengurangan
atau penghapusan sanksi admistratif Pajak sesuai



dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu)
bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2

(1)

(2)

(3)

(5)

(1)
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Pasal 80
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dalam hal
terdapat selisih antara pajak yang dibayar dengan pajak
yang terutang.
Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadi karena:
a. perubahan Peraturan Perundang-undangan;
keputusan pemberian pengurangan;
keputusan penyelesaian keberatan;
kesalahan penetapan;
kekeliruan pembayaran; atau
keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.
Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat :
a. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila
dikuasakan;
b. nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya
apabila dikuasakan;
c. NPWPD;
d. masa pajak dan tahun pajak;
e. perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib
Pajak;
f.  besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
g. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada BPPD dengan melampirkan:
a. SPPT dan/atau SKPD dan SSPD asli; dan
b. STPD.
Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran
pajak.

;o a0 o

Pasal 81
Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) dapat dilakukan:
a. secara langsung;
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.
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(1)

(1)

(3)

(4)

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk
memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada
petugas Tempat pelayanan BPPD;

b. tanggal terima surat oleh BPPD, dalam hal surat
permohonan disampaikan melalui pos atau jasa
pengiriman tercatat; atau

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online,
dalam hal disampaikan secara online melalui
aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 82

Kepala BPPD menindaklanjuti dengan melakukan
pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran PBB-P2 yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dan ayat
(4).

Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat
(3) dan ayat (4), dianggap bukan sebagai permohonan
pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 83
Bupati atau Kepala BPPD dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada pasal 80 ayat (1), harus memberikan
keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala BPPD tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan
dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya,
kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya
Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB
Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau
Kepala BPPD memberikan imbalan bunga sebesar 0,6%
(nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
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BAB IX
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 84
Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan wajib pajak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
Pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk:
a. pemeriksaan sederhana; dan/atau
b. pemeriksaan lengkap.
Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dilakukan dilapangan dan dikantor
BPPDterhadap Wajib Pajak wuntuk tahun berjalan
dan/atau tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan
teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang
sederhana.
Pemeriksaan lengkap sebagaimana pada ayat (2) huruf b
dilakukan di tempat Wajib Pajak untuk tahun berjalan
dan/atau tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan
teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam
pemeriksaan pada umumnya.

Pasal 85

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
84 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

a.

memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda
pelunasan pajak, buku catatan dan dokumen pendukung
lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan
perangkat elektronik pengolah data lainnya;

meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung
lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan
pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung
lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan
pengolah data lainnya;

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib
Pajak yang diperiksa; dan

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan
dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan
Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 86

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 84
ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

a.

memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya
sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
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(1)

(4)
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memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung
lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan
pengolah data lainnya;

meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung
lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan
pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima,;
meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib
Pajak yang diperiksa;

memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan
tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat
memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau
tempat lain yang dianggap penting serta melakukan
pemeriksaan di tempat tersebut;

melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu
apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak
memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan tertentu, atau tidak di tempat pada saat
pemeriksaan; dan

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan
dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan
Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 87
Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan,
Wajib Pajak atau kuasanya tidak ada di tempat,
pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak
yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili
Wajib Pajak sesuai dengan batas kewenangannya, dan
pemeriksaan  ditunda untuk  dilanjutkan  pada
kesempatan berikutnya.
Guna pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan
lapangan  ditunda, pemeriksa dapat melakukan
penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan
setelah dilakukan penundaan, Wajib Pajak atau
kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan tetap
dilakukan dengan terlebih dahulu minta pegawai Wajib
Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak
guna membantu kelancaran pemeriksaan.
Apabila Wajib Pajak atau kuasanya tidak memberikan
izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan tidak memberi bantuan untuk
kelancaran pemeriksaan serta tidak memberikan segala
sesuatu yang diperlukan, Wajib Pajak atau kuasanya
harus menandatangani surat pernyataan penolakan
membantu kelancaran pemeriksaan.
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Dalam hal terjadi penolakan penandatanganan surat
penolakan pemeriksaan, maka pemeriksa membuat
berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani
oleh pemeriksa.

Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat
pernyataan penolakan membantu pemeriksaan dan
berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan
dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara
jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk
digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 88
Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD berbeda dengan SPTPD,
perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib
Pajak.
Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
pemeriksaan selesai dilakukan.
Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksan lapangan
dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari
setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib
Pajak segera setelah pemeriksaan lapangan selesai
dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau
tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan,
STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil
pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan
penyidikan.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan
tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan
daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa
membuat laporan pemeriksaan.

BAB X

PENGELOLAAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN PELAYANAN PBB P2
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(1)

Pasal 89
BPPD wajib mengelola pengaduan, saran dan masukan
atas pelayanan PBB-P2 dari masyarakat sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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(1)

(2)

Pengaduan, saran dan masukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat disampaikan melalui :

a. kotak saran/kotak pengaduan, dan

b. media teknologi informasi dan komunikasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan
pengaduan diatur dalam standar operasional prosedur
yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Kepala BPPD.

BAB XI
SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 90
BPPD dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada
masyarakat dan wajib pajak.
Bentuk sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa :
a. penyuluhan;
b seminar;
c. sosialisasi; dan
d. penyebaran informasi melalui media elektronik
maupun media cetak.

BAB XII
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 91

Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala BPPD untuk
menandatangani Keputusan persetujuan atau penolakan

dalam hal:

a. pembetulan SPPT;

b. pengurangan pajak dengan Nilai kurang dari
Rp2.000.000,00 (Dua Juta rupiah)

c. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
dengan nilai kurang dari Rp2.000.000,00 (Dua Juta
rupiah)

d. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak nilai

kurang dari Rp2.000.000,00 (Dua Juta rupiah);
pengembalian kelebihan pajak nilai kurang dari
Rp2.000.000,00 (Dua Juta rupiah); dan

pemberitahuan kepada Wajib Pajak atas persetujuan
permohonan setelah lewat jangka waktu yang telah
ditetapkan.
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Peraturan Bupati Nomor 653 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pembetulan, Pembatalan, dan Penghapusan Piutang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di
Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 653);

b. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan di Kabupaten Ogan Komering llir (Berita
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018
Nomor 18);

c. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 12);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal, 7 Oktober 2024

Pj.BUPATI OGAN KOMERING ILIR,
d.t.o
ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal, 7 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024 NOMOR 29
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) DAN LAMPIRAN SURAT

PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP)

A. BAGIAN MUKA SPOP
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BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH | & Nofommue| | | | | | | || | | |
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

@l BN BNE NEN EEE EEEE N
AN ER lll lll HEE ENNR B

FORMAS! TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

-
A
: - ....l

6. NAMA JALAN 7. LK/BLOK/KAVINOMOR
ULV R B e e CR e TP LD

8 KELURAHAN/DESA 9. KECAMATAN 10.RT 11, RW
[ IID:D[II]

I

C. DATA SUBJEK PAJAK
12sTaTUS | |t.Pemiik | |2.Penyewa | |3Pengelola | | 4.Pemakai | |5 Sengketa

13.perUMAHAN | |1.pNsy) [ ] 2aBRr) [ ] apensivnan | | 4.Badan [ |5 Lainnya
14. NAMA SUBJEK PAJAK 15. NPWP

R R 0 O 0 10 O O O O 0 O O 0 0

16. NAMA JALAN 17. LK/BLOK/KAV/NOMOR

[IILIIllllll[llllll]lllllll[l][IIII[D:ED

18. KELURAHAN/DE! 20.RT  21.RW

[ | l ll]l lllllllll J UL LT
WENNHES 0 A IO ) 4 I L IJ

20. KABUPATEN

0 A 0 R

21. NOMOR KTP
RN R AT mEEE

D. DATA TANAH
2.wastanal [ [ [ ] Jw
24 JENISTANAH | |1.Tanah+ [ 2. Kaviing [] 3. Tenshkosong [ ] 4. Fasilitas
Bangunan Siap Bangun Kebun | Sawah Umum

Catatan: ") yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

BPPD KAB. OKI Dilanjutkan kehalaman berikutnya



B. BAGIAN BELAKANG SPOP

E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN I |

F. PERNYATAAN, SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir inl termasuk lampirannya adalah benar, J':Ias dan lengkap
menurut keadaan yang sebenamya, sesual dengan Pasal 9 ayat [ 2 ) Undang-undang No, 12 tahun 1985

26, TANGGAL ___27.TANDA TANGAN

JMame Jesss

« Dutaen Rl bertindak sedshi hiasa Surst buana harap dilempickan
DOnlam hal Subjeh Pujss mendafarsan sendiri Olyed Pajab. supnys meoggambarkan Shet / Densh Lokaw Otgeh Pajas
« Bates wakty pengamtlan SPOP 30 (tge puluh) haet sefeh diterima oleh Subjes Pajuk sesun Pasal § spat (29 UU Me 12 Totun 1968

G. IDENTITAS PEJABAT YANG BERWENANG
PETUGAS PENDATA (LURAH/PERANGKAT DESA) MENGETAHU| PEJABAT YANG BE&WEN_A[J_G (BPPD KAB. OKI)

28. TANGGAL (TGL/BLN/THN) Vl ]/g [ ‘/l l [ JJ 32, TANGGAL (TGUBLN/THN) | T ‘/r /

29. TANDA TANGAN 29. TANDA TANGAN
30. NAMA JELAS 30. NAMA JELAS
3. NIP 31, NIP

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK (WAJIB DI IS| DENGAN JELAS)

KETERANGAN : Contoh Penggambaran
« Gambar Sket / denah lokasi Objek Pajak (tanpa skala)

yang dihubungkan dengan jalan raya / jalan protokol, slan - |Faji
lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum Fr f [Teaqin
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah ulars. selatan ¥ X Pakaia
Umur dan barat 5 =
Okky = |Heory ""-j Amin
, == pany
Yulis
LOKASI
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C. BAGIAN MUKA LSPOP

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK towromate [ [ [TTT] [T

1mm[ 1. Perokaman Data :J 2. Pemutakhiran Data D 3. Pengapusan Data
U 4. Penilaian Individual

St KEC.  KELDES  BLOK  NO.URUT KODE 3.JUMLAMBNG | |
FD [‘ﬂ LI _U_J _1 U || asancunanxe | | | |
5. INS. PENGOUNAAN | |1 Perumahan Dz Perkantoran Swasta [ 3 paori
n— || 4 TokoiapotipasariRuko [ ] 5. Ruman sakit/ kanik || 6 Otahraga s Rekreass
|| 7. Hotel wisma | b BengraliGudangPertanian || 9 Gedung Pamerintan
[ ] 10. Lain- tain [ |11, Bog Tidak Kena Pajak || 12. Banguran Parkic
[ ] 13 Apartemen || Pompa Bensin [ ] 15. Tanghi Minyak
[ ]16 Godung Sekotah

6. LUAS BANGUNAN D:EDM 7. JUMLAM LANTA!I Dj

8. THN. DIBANGUNAN EH:D 10. T:g::m mD:UJ
9. THN. DIRENOVAS! [jj:]:]

11. KONDIS! PADA [ ]1 sangueman [ ]2 vem [ 3 sedang |4 seier
UMUMNYA
12. KONTRUKSI [jm... :z.m-. D; Baty Bata D4.u.,..
13. ATAP D' Decrabor jz Gtg Batory []x Otg Blasa ) Da.um ]sm
betonvGtg Glazur Alyminium Swap
1
14. DINDING E]lxmr ' __stmn g:mmr Dllm ]s Swng
15, LANTAI L]inm _llm L_J). Terase Dlm:cl ]Sk-m
16 LANGIT - LANGIT | | 1+ Avustiw | J2ripexinssen [ |3 maskace
T et Bambo -
17. JUMLAH AC [ 1] som [ 1] window 1. AC. Semral [ 1.ads [ ]2 Tidak Aca
19, LUAS KOLAM | I 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M*)

RENANG (M%) A CLLTL] mopm (LTI T oo
Cowe. (o | PEEETT SN (1T i

Pulapls Lanty
21. JUMLAH DGN LAMPY TNP LAMPY 22 JUMLAN UIFT 23. JUMLAH TANGGA
LAPANGAN [T Jeeton [T] [T ] Pemumgang BERJALAN

(1] aspa (1] (1] wapea weonn [T]
[Twss [T [T s weesws (]

Rumput

24. PANJANG PAGAR LTTTT] 25.PEMADAM | Jrwamt | Jras | ]2 maaas
™ KEBAKARAN
L [ J2spmee [ J1asa [ ]2 neskade
BAHAN BAKAR ™ ™
Batako [Jarwea [ ]t as [ ]2 neskac
26, Jumuan saworancery | | [ ][] 27. KEDALAMAN SUMUR |

ARTESIS (M)
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D. BAGIAN BELAKANG LSPOP

C. DATA TAMBAMAN UNTUK JPB = 3/8

’_J‘MIKIM'MIP!"MUPII!')

28 TINGGI KOLOM (M ) | 29 LEBARBENTANG | M) A
30. DAYA DUKUNG _ | 31, KELILING DINOING | M) ] | | 32. LUAS MEZZANINE ')

LANTA!  Kg¥t® |
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON - STANDARD

[—5 PERKANTORAN SWASTAGEDUNG PEMERINTAM (JPR = 29)

33 KELAS BANGUNAN |4, et 8 | |2 Katan2 % Kataed | e etas a
|| TOKO ) APOTIK | PASAR | RUKD (JPBs &) = p
34 KELAS BANGUNAN Y | |2 metas2 |3 Keias3
| | RUMAW SAKIT | KLINIK (398 = 5)
35. KELAS BANGUNAN [ ] 4o et 1 e [ )5 etaa 3 [ aketmme
wwnsanows [ [ [T ] musmmoumowe [ [ [ []]
AC SENTRAL (M)

" 38 KELAS BANGUNAN [ ] metas 1 | |2 meias2

39, KENIS HOTEL [ ]9 wetan 1 [ ]2 meen

40. JML. BINTANG [ Jtmotangs | 2minasgs [ nmimtangy [ [dmitangt2 | |5 Nen bintany

s omaniaman [T TT] aswomnone [ [[T]T] cwmwwoumone [JTT]T7T]
AC. SENTRAL (®) AC. SENTRAL (W)

BANGUNAN PARKIR (JP = 12)

44 KELAS BANGUNAN [ J1.mpee |2 ey " Jamge2 " Javipes

APARTEMEN (JP8 = 1))

45 KELAS BANGUNAN [ 11, Ketas 1 [ 2 et 2 "] Ketan 4 Ketaet

womomreesy [T 1] aisarrons (TTTT]  eusnuaweuamone

AC SENTRAL () AC SENTRAL (°) )

TANGK! MINYAX (JP8 = 15)
A5, KAPASITAS TANGKI

o) CTTTT] seveman ranc 4. Dintes [ ot

Tanzh Tanah

GEDUNG SEXOLAM (JPB = 16§)
51. KELAS BANGUNAN |

PETUGAS PENDATA (LURAH/PERANGKAT DESA) MENGETANUI PEJABAYT YANG BERWENANG (BPPD KAB. OKI)

srrmeow  [T]/[T]/[TT]] wmmemw [T/ ])/TTT]

55, TANDA TANGAN 1. TANDA TANGAN
56. MAMA JELAS 62 NAMA JELAS

57. NP 63 NP
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DAFTAR SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK (SPOP) KOLEKTIF

R
PEHERIMTAR EABUPKTER MGAR KO HERTE IUR DAFTAR SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK (SPOP) KOLEKTIF
ERCARMATAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH i i
DATAOEYER DAN SUBYEK PAIAK DATA CHEYEK DAN SUEYER PAIAK
CATASHEFEE FRISE BATH OEVEE PAIRE
T Ta has
I:-Im m:;;;“ Wi HOE HOF i Bamachaea lalan Ha i fiina Jalaw T:I::h Kok Ba:r:n o A i | LEal face) hwn::;n b it & Eeag Bk e La i L gt -1 et h:i:n:“ Ed igds
Camsatns Kl ripating )l BT SR Dt byt B v e BT 0 T ZHT oHam
T T T L 3 T .2 T 13 118 L1} T LS 113 11 T 18 15} pI Pl
Bcgrangan . FolomLld dan S dia cled Per ugas
PETUMEAL BPPD KR, DK MEMGEETAHUI
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PEMERINTAH KAELUPATEN DGAN KOMERING ILIR
BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH

DAFTAR PERUBAHAN (VERIFIKASI/VALIDASI)

DAFTAR PERUBAHAN {VERIFIKASI / VALIDASI)

KECAMATAH
DESA/ELLIRAHEN
DATA SEBELLIN W ERIFI HMSI DATA SESUIDAH WERIFIKMAS]
M. Vb Perubah
WP Hamadan Blamat WF Latak byak Hirmi Bangunan HaF Hama dan Alamat WE Lattak Abpat, Bipii Bangunan TRAgRTerRIISnan
Klaz az Mas Luzx Klaz Luas Klas Luas
7 £ 3 T 5 5 T T 5 i T 7 = W iz i
Fatarangan - Kotam 2,3 4 dan 3 ais ke h Beagas
PMEMSETAHLU|
CARLAT
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR... TAHUN...

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN

PERKOTAAN

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (TANAH)

Penggolongan Nilai Jual
Klas Nilai Jual permukaan Bumi (Tanah) Permukaan
(Rp/M2) Bumi (tanah)
(Rp/M2)
1 2 3
1. > 3.000.000 s/d 3.200.000 3.100.000
2. >2.850.000 s/d 3.000.000 2.925.000
3. > 2.708.000 s/d 2.850.000 2.779.000
4. > 2.573.000 s/d 2.708.000 2.640.000
5. > 2.444.000 s/d 2.573.000 2.508.000
0. > 2.261.000 s/d 2.444.000 2.352.000
7. > 2.091.000 s/d 2.261.000 2.176.000
8. > 1.934.000 s/d 2.091.000 2.013.000
9. > 1.789.000 s/d 1.934.000 1.862.000
10. > 1.655.000 s/d 1.789.000 1.722.000
11. > 1.490.000 s/d 1.655.000 1.573.000
12. > 1.341.000 s/d 1.490.000 1.416.000
13. > 1.207.000 s/d 1.341.000 1.274.000
14. > 1.086.000 s/d 1.207.000 1.147.000
15. > 977.000 s/d 1.086.000 1.032.000
16. > 855.000 s/d 977.000 916.000
17. >  748.000 s/d 855.000 802.000
18. > 655.000 s/d 748.000 702.000
19. > 573.000 s/d 655.000 614.000
20. > 501.000 s/d 573.000 537.000
21. >  426.000 s/d 501.000 464.000
22. > 362.000 s/d 426.000 394.000
23. > 308.000 s/d 362.000 335.000
24. >  262.000 s/d 308.000 285.000
25. > 223.000 s/d 262.000 243.000
26. > 178.000 s/d 223.000 200.000
27. > 142.000 s/d 178.000 160.000
28. > 114.000 s/d 142.000 128.000
29. > 91.000 s/d 114.000 103.000
30. > 73.000 s/d 91.000 82.000
31. > 55.000 s/d 73.000 64.000
32. > 41.000 s/d 55.000 48.000
33. > 31.000 s/d 41.000 36.000
34. > 23.000 s/d 31.000 27.000
35. > 17.000 s/d 23.000 20.000
36. > 12.000 s/d 17.000 14.000
37. > 8.400 s/d 12.000 10.000
38. > 5.900 s/d 8.400 7.150
39. > 4.100 s/d 5.900 5.000
40. > 2.900 s/d 4.100 3.500
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Nilai Jual
Penggolongan Permukaan

Klas Nilai Jual permukaan Bumi (Tanah) .

(Rp/M2) Bumi (tanah)

(Rp/M2)
1 2 3

41. > 2.000 s/d 2.900 2.450
42. > 1.400 s/d 2.000 1.700
43. > 1.050 s/d 1.400 1.200
44, > 760 s/d 1.050 910
45. > 550 s/d 760 660
46. > 410 s/d 550 480
47. > 310 s/d 410 350
48. > 240 s/d 310 270
49, > 170 s/d 240 200
S50. < 170 140
S1. > 67.390.000 s/d 697.00.000 68.545.000
52. > 65.120.000 s/d 67.390.000 66.255.000
S53. > 62.890.000 s/d 65.120.000 64.005.000
54. > 60.700.000 s/d 62.890.000 61.795.000
55. > 58.550.000 s/d 60.700.000 59.625.000
56. > 56.440.000 s/d 58 550.000 57.495.000
57. > 54.370.000 s/d 56.440.000 55.405.000
58. > 52.340.000 s/d 54.370.000 53.355.000
59. > 50.350.000 s/d 52.340.000 51.345.000
60. > 48.400.000 s/d 50.350.000 49.375.000
61. > 46.490.000 s/d 48.400.000 47.445.000
62. > 44.620.000 s/d 46.490.000 45.555.000
63. > 42.790.000 s/d 44.620.000 43.705.000
64. > 41.000.000 s/d 42.790.000 41.895.000
65. > 39.250.000 s/d 41.000.000 40.125.000
66. > 37.540.000 s/d 39.250.000  38.395.000
67. > 35.870.000 s/d 37.540.000 36.705.000
68. > 34.240.000 s/d 35.870.000 35.055.000
69. > 32.650.000 s/d 34.240.000 33.445.000
70. > 31.100.000 s/d 32,650.000 31.875.000
71. > 29.590.000 s/d 31.100.000, 30.345.000
72. > 28.120.000 s/d 29.590.000 28.855.000
73. > 26.690.000 s/d 28.120.000 27.405.000
74. > 25.300.000 s/d 26.690.000 25.995.000
75. > 23.950.000 s/d 25.300.000 24.625.000
76. > 22.640.000 s/d 23.950.000 23.295.000
77. > 21.370.000 s/d 22.640.000 22.005.000
78. > 20.140.000 s/d 21.370.000 20.755.000
79. > 18.950.000 s/d 20 140.000 19.545.000
80. > 17.800.000 s/d 18.950.000, 18.375.000
81. > 16.690.000 s/d 17.800.000 17.245.000
82. > 15.620.000 s/d 16.690.000, 16.155.000
83. > 14.590.000 s/d 15.620.000 15.105.000
84. > 13.600.000 s/d 14.590.000 14.095.000
85. > 12.650.000 s/d 13,600.000 13.125.000
86. > 11.740.000 s/d 12.650.000, 12.195.000
87. > 10.870.000 s/d 11.740.000 11.305.000
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Nilai Jual
Penggolongan Permukaan
Klas Nilai Jual permukaan Bumi (Tanah) .

(Rp/M2) Bumi (tanah)

(Rp/M2)

1 2 3

88. >10.040.000 s/d 10.870.000f 10.455.000
89. > 9.250.000 s/d 10,040.000 9.645.000
90. > 8.500.000 s/d 9.250.000 8.875.000
91. > 7.790.000 s/d 8.500.000 8.145.000
92. > 7.120.000 s/d 7.790.000 7.455.000
93. > 6.490.000 s/d 7.120.000 6.805.000
94, > 5.900.000 s/d 6.490.000 6.195.000
95. > 5.350.000 s/d 5.900.000 5.625.000
96. > 4.840.000 s/d 5 350.000 5.095.000
97. > 4.370.000 s/d 4 840.000 4.605.000
O8. > 3.940.000 s/d 4.370.000 4.155.000
99. > 3.550.000 s/d 3.940.000 3.745.000
100. > 3.200.000 s/d 3.550.000 3.375.000
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KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN

Penggolongan Nilai Jual

Klas Nilai Jual Bangunan Bangunan

(Rp/M2) (Rp/M2)

1 2 3

1. > 1.034.000 s/d 1.366.000 1.200.000
2. > 902.000 s/d 1.034.000 968.000
3. > 744.000 s/d 902.000 823.000
4. >  656.000 s/d 744.000 700.000
5. >  534.000 s/d 656.000 595.000
6. >  476.000 s/d 534.000 505.000
7. > 382.000 s/d 476.000 429.000
8. > 348.000 s/d 382.000 365.000
9. > 272.000 s/d 348.000 310.000
10. >  256.000 s/d 272.000 264.000
11. > 194.000 s/d 256.000 225.000
12. > 188.000 s/d 194.000 191.000
13. > 136.000 s/d 188.000 162.000
14. > 128.000 s/d 136.000 132.000
15. > 104.000 s/d 128.000 116.000
16. > 92.000 s/d 104.000 98.000
17. > 74.000 s/d 92.000 83.000
18. > 68.000 s/d 74.000 71.000
19. > 52.000 s/d 68.000 60.000
20. < 52.000 50.000
21. >14.700.000 s/d 15.800.000 15.250.000
22. >13.600.000 s/d 14.700.000 14.150.000
23. >12.550.000 s/d 13.600.000 13.075.000
24. >11.550.000 s/d 12.550.000 12.050.000
25. >10.600.000 s/d 11.550.000 11.075.000
26. > 9.700.000 s/d 10.600.000 10.150.000
27. > 8.850.000 s/d 9.700.000 9.275.000
28. > 8.050.000 s/d 8.850.000 8.450.000
29. > 7.300.000 s/d 8.050.000 7.675.000
30. > 6.600.000 s/d 7.300.000 6.950.000
31. > 5.850.000 s/d 6.600.000 6.225.000
32. > 5.150.000 s/d 5.850.000 5.500.000
33. > 4.500.000 s/d 5.150.000 4.825.000
34. > 3.900.000 s/d 4.500.000 4.200.000
35. > 3.350.000 s/d 3.900.000 3.625.000
36. > 2.850.000 s/d 3.350.000 3.100.000
37. > 2.400.000 s/d 2.850.000 2.625.000
38. > 2.000.000 s/d 2.400.000 2.200.000
39. > 1.666.000 s/d 2.000.000 1.833.000
40. > 1.366.000 s/d 1.666.000 1.516.000
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LAMPIRAN 111

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

A. BAGIAN MUKA

t PEMERINTAH URATEN W KOMERING LI IPIT FiD
6 BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAL BUKAN MERUPAKAN BUKTI HEDEWT AN HAR
" TAFT HANA LAN TIHC K EPEN TN & A A

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKiIN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

NOP
LETAK DBJEK PAJAK ‘ MAREA TIAN S0 ARAT WA TS
| !
! !
- — - - . et
I- CBJEK PA AR LUAS (M) 'L KELAS i MiaPi M2 (A | T AL NJIOP 11y
: e n L g 5t
! Ly

NJOP Sebagal dasar pengeanaan PEE =
NJAOPTHP (NJOP Tidak Kenp Pajak] N
MNP untuk panghitungen PRB -
Tardl dasar Panganaan Pajak PES

PBE yung Teduleng =

“PAAK BUM DAN BANGUNAN YANG HARLS DIBAYVAR (Hp

IMNFORIAS] TUNGGARMAR PAJIAR BN LS sl [

Kotsrangan
*y Denda dibhitung jika dibayar setelah jalul lempo pémbayanan denogen pechilungasn sebesar 196 1 Bilan

TOL. JATUR TEMPD
i TEMPAT PEMBAVAFRAN TR VRN
[Ergis]

K PALA BALAN

B2t
Soan OR
Rt
et

BAMA W . | R TR
Lotk Crbjak Pajnk Knrarmatan ok

Diivsia / Karluiiahimn
NP 1 -
SPPT Tahun/Ra sk Tires

e e e

Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala BPPDdalam hal penandatangan penerbitan
SPPT dengan ketentuan:

SPPT yang nilainya sampai dengan Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah),- ditandatangani
oleh Kepala Badan dengan menggunakan cap stempel tandatangan dan cap stempel BPPD ;
SPPT yang nilainya di atas Rpl00.000.000,00- (seratus juta rupiah),- ditandatangani oleh
Kepala Badan dengan menggunakan tandatangan basah dan cap stempel BPPD ;
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B. BAGIAN BELAKANG
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Nama Petugas | Tanda Tingan Petugas :
Diserahkan ke Wajib Pajak tangoal

( PERUATIAN N

Apabia dalom SOFT urdapal hat hal yang mutanukan (sorefar, fa-e dan indaing, Wil Pagak
capat marghubing Badan Mesgotois Pajsk T ah kerbopaton Ogan Sormening i,

Pajak yang tothiitang harvs dibarar sohalgun selimsat smbaloyn § (oram) bulsn toek angaol
dmenimanyn Surst Fembommnbuan Fajul Temulara (SEE T i,

Pajak yoang lerhulang henya cipal dbayar poda Tmmpal Fambayaien yaag ditantuken padu STPT
ini,

Huktl paiunssan pambayarnn B2 E yars 0.0 noadsat
B) Sural Tende Todma Selcren (215 untuk pembayrran seaoni Iangaing atao rmalalil potigns
ErAmUnGUL,
L) SR AT Lk par
L. Apobin pemboyaran Pajoh (Clakean
Pt et BV, o et e WAL L
G, Poyakoyang Yerbutiang varg tdak J ey i\.~nm.|.r-|.-_-.|'_-uuhn;-m;m_r:mnnar.;-n sarksl sabagal banbol
a) DsedeAdmissiras 17 soaoten i iivian pak b yane tarhutang ving bdak dibayer; dan
b] Citmgyn dengan STrAPHD, dan ¢ m hal S7AGPRG tidak diinas), dinnjutoan dengnn: Surel
Pakzn yang ikt dengin ey iadn dom pelpdongeds ates i hepoan W b Pojak
7. Koboritizn $loo jumish ol yang Whaoog pada SPFT irl dopal dinluieon ke Badon Penceicta
Fajak Dusacah dabupaten Ogon Kemosing lsr dalom jongla sk 3 (pa) bulen toak opgal
¥ ditarimariva SFPHT nl.
= Parmohonan pongueargss fioles casg dlustctan s aedle b
Dubunganms dengan b Fagak foa alny womenn subaesalah T
salng lambal 3 (Fg=thuion b wsg weluk
n Ditermarms SP0 T nn
b, Torjadimyn buncute wlar slag solisb-onlit Lain yam) i biasa
B Balnn vl ot peda butic T oan B dopat dransaniang fka Wajib Pajce dopet mgmibiueiieen
Biashws sl tereabo] diiuns kek) L 1T
10, Pengajunn kabarmtan, beene mo i proourargen, Laok e sewis)nn mesmbagar palak
. Apautin Obiyk Pogak digndit angenbun keoode pilklam, Sak sohunl st sabasian, Waih Pajak,
i et eviwslarpeori; i i Dlacan Py m‘\,i.:r Ak Imsrah Kakapatsn Ogan Kemenng lir
|t NUOP scbagaidauns peigan ra "’J- Firt gt dipee ok e sebegal dagas promenean
Ban Porelatan | lakatas Tannt dan [ Ay smalis dengun elontu s Persictan Daosah
Haspupatan Sigas armaeriag B b & 2np pi, sk Dhgeah dac Rulribusl Daorah
‘ 13, Apabilatrmgsal jotuhien g0 ertalertangg
[}

P T

LTI L Loktroruk, DA Pt an sacnm ki,
sy iusalarfpomingdabbuaanitpmgilman  uang
EF Can NadoAhun

i Oibdak Pajul vy e
bt Dirtoy, Pesras dhajuken

A 31 Olinbesr, mrindis Culan | astaing gyl jobuh e e asatan tingon’ 1 Hopombat = Langaal 30
T Bulan 1 adelan tanagynl 1 _}.-Hnbm w'd 31 Dnsambas det,

H g
Mopambat, bulon 1 ccalahtangy 1-|"‘ Tstpeimas VO Db, gl y

Mopembe
L b, VO Cktabar, mraka Bualen | u bty L0 i 1riggat 11 Dainber efis tnggat 10

MINTA DAN SHAPANLAH STTS ATAL STRUK ATH 2UKT! PEMBAYARAN LATNNYA
DARI TP ELEKTRONIX SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PEB

#

)

L
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FOMULIR PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

Lampiran

Hal :  Permohonan Pembetulan Objek/Subjek PBB Tahun........
Yth. Kepala BPPD Kabupaten Ogan Komering llir
di -

Kayuagung
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama UL ot A A e R
NPWAJIB PAJAK O R e R R e L
NOP/No. SPPT B SRR A B SRS R R R BB R SRS R
Alamat Wajib Pajak Bl el s e S S S S e R
Letak Objek Pajak R A e I R S s S T
Jumilah Pajak Terhutang T R Pie i s R
Telah kami terima tanggal T ——
Nomor Telepon D R R A R R RS

Setelah kami teliti ternyata terdapat kesalahan atas SPPT PBB tersebut : Atas

Nama U A A S e S A AR AT
NOP/No. SPPT < S L= LR
Alamat Wajib Pajak -

Letak Objek Pajak S idesaivd el

IRV =T 1= 7 1 M?

BUaS Bantiiian . cne s russss s s sonssn ey M’

Dimohon mulai tahun pjk : S R T S

Sebagai bahan pertlmbangan bersama ini terlampir dokumﬂn antara lain :

[0 Fotokopi SPPT yang dimohonkan;

[0 Fotokopi sertifikat dan/atau surat keterangan yang sah atas objek pajak;

0 Surat Kuasa Khusus/ Surat Kuasa* dalam hal permohonan tidak ditandatangani Wajib
Pajak;

{0 Fotokopi bukti pelunasan PBB / STTS 3 (tiga) tahun terakhir;

O Dokumen Pendukung lainnya....... P S e R TR ST

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu;
#%) beri tanda X pada kotak
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FOMULIR PERMOHONAN KEBERATAN

Lampiran LT
Hal :  Permohonan Keberatan PBB
B =151 | S

Yth. Bupati Ogan Komering Ilir
Kepala BPPD Kabupaten Ogan Komering Ilir
J1. Letnan Muchtar Saleh No.3 Paku
di -
Kayuagung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

AINEY. = 1 e e e R R R A S aAp iy KA i
sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak*] PBB atas Objek Pajak yang terietak di:
JAIER O ks e BT 5 RW :

Desa/Kel, SR . . Kecamatan .........ccceeeenee.

No. SPPT R e R SRR g 113 O PR
Pajak terhutang untuk tahun: .......... Sebesar: Rp.....ccvimmnn e,

s e S R A R A S T O B S J
Tanggal diterima SPPT f....iiiiiiiiiiiiec e s ae s s e s s s anesan e
mohon keberatan atas PBB terhutang tersebut di atas sebesar..................

.....................................................................................

Alasan permohonan keberatan:

bt':rsama ini dilampirkan bukti pendukung :
Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya
Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya Kuasa Wajib Pajak dalam hal
dikuasakan;
Surat Kuasa Khusus/ Surat Kuasa* dalam hal permohonan tidak ditandatangani
Wajib Pajalk;
Asli SPPT,SKPD atau SPTPD PBB P-2 yvang diajukan keberatan;
Deokumen pendukung lainnya «esssessissmrssosssssmssassinsssssasesisassnsons

oo O oo

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Pemohon
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

Keterangan:

'1 Coret yang tidak perlu
* beri tanda X pada kotak

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,
d.t.o

ASMAR WIJAYA
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR <9 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FOMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN KETETAPAN

Lampiran
Hal Permohonan Pengurangan PBB
TaBID cvosiminviviis
Yth. Bupati Ogan Komering Ilir
Kepala BPPD Kabupaten Ogan Komering Ilir
Jl. Letnan Muchtar Saleh No.3 Paku
di -

Kayuagung

Yang bertanda tang&n di bawah ini :
Nama
Mol 000 E s e R R O S R R R S AR
sebagai Wajib Pajak ,f Kuasa Wajﬂ: Pajak*] PBB atas Objck Pa_-,ak yang terletak di:
Jalan o Y 7 RW :
Desa/Kel. T amecemsnanens SR e R e SR v S e v s PO AT % s e
No. SPPT : . Tahun :
Pajak terhutang umuk tahun ................................ S{-besar Rp
Ta.ngga] dtteruna SF‘FI‘
mohon pengurangan a.tas PBB  terhutang tersebut di atas sebesar..........%
fiis i ..per seratus)
Alasa.n pr:rmohonan pengurangarn:
1.
Bersama ini dilampirkan bukt pendukung :
Fotokopi SPPT tahun vang bersanglkutan;
Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / ldentitas lainnya;
Fotokopi KTP / Kartu Keluarga [/ Identitas lainnya Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan ;
Surat Kuasa Khusus/ Surat Kuasa* dalam hal permohonan tidak ditandatangani Wajib Pajak;
Fotokopi bukti pelunasan PBB / STTS tahun yang lalu;
Surat Pernyataan besarmya penghasilan/ Laporan keuangan bagi WP Badan;
Fotokopi SK Pensiun / Janda Pensiun / Warakawuri / Veteran;
Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah [/ Kepala Desa;
Surat pernyataan WP bahwa Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain vang luar biasa ;
Dokumen pendukung lainnya ..o

..........................................................................................................................................

OooooooOooon

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Pemohon
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

Keterangan:
b | Coret yang tidak perlu

i beri tanda X pada kotak

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,
d.t.o

ASMAR WIJAYA
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMORMSTAHUN. 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FOMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN

Lampiran E A

Hal :  Permohonan Pembetulan PBB
TARUIY siivisinssssness

Yth. Bupati Ogan Komering llir
Kepala BPFPD Kabupaten Ogan Komering Ilir
Jl. Letnan Muchtar Saleh No.3 Paku
di -
Kayuagung

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama T R

Alamat

sebagai Wajib Pajak _f Kuasa Wa_'flb Pﬂ]ﬂk'] PBB atas Ob_]ek Pajak yang tcrletal-: d:

Jalan =BT 3 sewsiins BW foiisie.
Desa/Kel. B AR [\ecamatan i

No. SPPFT - 'I‘ahun

Pajak terhutang umuk tahun: . . Sebesar : Rp
Tanggal diterima SPPT :.
mohon pembetulan atas PBB terhutang tersebut dl at.as sebesar

Alasan permohonan pembetulan:
1.
2.

bersama ini dilampirkan bukti pendukung :

[ Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / ldentitas lainnya

[0 Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya Kuasa Wajib Pajak dalam hal
dikuasakan

[0 Fotokopi SPPT tahun vang bersangkutan;

[0 Surat Kuasa Khusus/ Surat Kuasa* dalam hal permohonan tidak ditandatangani Wajib
Pajak;

O Dokumen pendukung lainnya ..o o s

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Pemohon
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

Keterangan:
* Coret yang tidak perlu
= beri tanda X pada kotak

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,
d.t.o

ASMAR WIJAYA

jdih.kaboki.go.id



LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR#OTAHUN. 2-024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FOMULIR PERMOHONAN PEMBATALAN

Lampiran QT e e R
Hal . Permohonan Pembatalan PBB
TaBWR o iiani

Yth. Bupati Ogan Komering [lir
Kepala BPPD Kabupaten Ogan Komering llir
J1. Letnan Muchtar Saleh No.3 Paku

di -

Kayuagung
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama e e R R b
BMEEE. B s e e e s g e M R SRR e e e R
sebagai Wajib Pa_lak / Kuasa Wajlb Pa_;a.k*} PBB atas Ubjek Pajak vang terletak di:
Jalan . . Y i LS, RW :.
Desa/Kel. e S S hecamatan .......................
No. SPPT - [ N . . - Tahun :....cceueee
Pajak terhutang untuk 721 01t | s EOREe e Sebesar : Rp....
L M S S S ]
PENERAL CHICTIING SPPT 2. . pniusmonsssssnoimss o susismssss i aussiaisias s s i soie st
mohon pembatalan atas PBB terhutang tersebut di atas sebesar............cccveevvvvveniennns
Alasan permohonan pembatalan:
L R e e S e
B o R R S S A B A S A A A e s N i

Bersama ini dilampirkan bukti pendukung :

Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Idenlitas lainnya

Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya Kuasa Wajib Pajak dalam hal
dikuasakan

Surat Kuasa Khusus/ Surat Kuasa* dalam hal permohonan tidak ditandatangani
Wajib Pajak

Fotokopi SPPT tahun yang bersangkutan,

Dokumen pendukung lainnya .. %

B0 O OO

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Pemohon
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

Keterangan:
*} coret yang tidak perlu
**) beri tanda X pada kotak

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,
d.t.o

ASMAR WIJAYA

jdih.kaboki.go.id



LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR#ITAHUN. 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN

PERKOTAAN
FOMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF
Hal : Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administratif

Yth. Bupati Ogan Komering Ilir
Kepala BPPD Kabupaten Ogan Komering llir
JL. Letnan Muchtar Saleh No.3 Paku

di -

Kayuagung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama R T e A S e R T I
F = T3 = S
sebagai Wajib Pa_jak / Kuasa Wajib Pajak*] PBB alas Objek Pajak yang terletak di:
i I R o i Lo IR e SO S I e BEE e BW i
Desa/Kel. B R R R T R AT KeCAMAaN &...ooumsrevvssraivesnis
No. SPPT A e e R e R S 2 Tahun .
Pajak terhutang untuk tahun: ........... Sebesar | RpP..oicnenenienneneresnne

s N e e R S e e S S R R i )

Tanggal diterima SPPT : ;
mohon pengurangan/ pcnghapusan S-'EL'I'l.kSI adrmmstratlf atas PBB terhutang tersebut di

atas sebesar........... %

Ui s e v s A S S e R R e R R S SR VRS per seratus)
Alasan permohonan pengurangan /penghapusan atas sanksi administratif:
B o R S S S S S B S R A
2 ShlealEe R e e L R

bersama ini dilampirkan bukti pendukung :

Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya;

Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya Kuasa Wajib Pajak dalam hal
dikuasakan ;

Surat Kuasa Khusus/ Surat Kuasa* dalam hal permohonan tidak ditandatangani
Wajib Pajak

Fotokopi SPPT tahun yang bersangkutan;

Bokurnen pendukung Lainniya ... e isisniss s s dmssis

oo o oo

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Pemohon
Wajib Pajak /Kuasa Wajib Pajak *)

Keterangan:
‘) Coret yang tidak perlu
~ beri tanda X pada kotak

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,
d.t.o

ASMAR WIJAYA

jdih.kaboki.go.id



